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| KaTAPBRANTAR |

Puji Syukur ke hadirat Allan SWT, kami
panjatkan atas terbitnya Buku Saku Pintar
dalam peningkatan pemahaman hukum hak
perempuan disabilitas dalam upaya penguatan
kesejahteraan Kkeluarga. Buku saku ini
merupakan bahan Dbacaan singkat yang
diperlukan para perempuan khususnya
perempuan disabilitas untuk meningkatkan
pengetahuan perempuan disabilitas mengenai
hak-hak perempuan disabilitas mewujudkan
kesejahteraan berkeluarga.

Buku Saku ini masih memiliki banyak
kekurangan tapi kami harapkan dengan adanya
buku saku ini dapat memperkaya pengetahuan
para perempuan disabilitas agar mendapatkan
hak-haknya dalam membina rumah tangqga.
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Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait
Penyandang Disabilitas:
e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas
e Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasl Manusia
e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
e Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit
e Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang tentang Penyandang
Disabilitas
e Peraturan Daerah: Banyak daerah juga memiliki
peraturan daerah yang mengatur tentang hak dan
perlindungan penyandang disabilitas.



Pengertian Penyandang Disabilitas menurut UU No. 8
Tahun 2016:

'Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam Dberinteraksi dengan lingkungan dapat
mengalami  hambatan dan  kesulitan  untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.



Macam-macam disabilitas:

e Disabilitas fisik: Keterbatasan dalam fungsi fisik,
seperti mobilitas atau kekuatan.

e Disabilitas sensorik: Keterbatasan dalam
penglihatan, pendengaran, atau indra lainnya.

e Disabilitas intelektual: Keterbatasan dalam fungsi
kognitif atau kemampuan belajar.

e Disabilitas mental: Gangguan kesehatan mental
yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk
berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.



HAK-HAK PEREMPUAN

PENYANDANG DISABILITAS

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, menjamin
hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai
aspek kehidupan:

1. Hak atas Hidup
2. Hak atas Keadilan dan Perlindungan Hukum
. Hak atas Pekerjaan dan Kewirausahaan
. Hak atas Pendidikan
. Hak atas Kesehatan
. Hak atas Aksebilitas
. Hak atas Pelayanan Publik
. Hak atas Kesejahteraan Sosial
. Hak atas Berpatisipasi
. Perlindungan dari Diskriminasi dan Kekerasan
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Macam — Macam Pelanggaran

Hak Disabilitas Perempuan

e Diskriminasi dalam Pendidikan

o Kekerasan Fisik dan Seksual

o Keterbatasan Akses Layanan Kesehatan

e |solasi Sosial

e Kurangnya Kesempatan Kerja

e Kurangnya Representasi dalam Pengambilan
Keputusan

o Akses Terbatas terhadap Teknologi

e Stigma dan Stereotip Negatif

W, W, W, _
Upaya untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak

perempuan disabilitas harus melibatkan kesadaran dan

tindakan dari masyarakat, pemerintah, dan organisasi
non-pemerintah.




Penyebab Pelanggaran

Hak Perempuan Penyandang
Disabilitas

e Stigma dan Diskriminasi: Perempuan
penyandang disabilitas sering mengalami stigma
negatif dan diskriminasi ganda, baik karena
disabilitas mereka maupun karena gender.

 Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Banyak
orang masih memiliki pandangan yang Keliru atau
kurang informasi tentang disabilitas, sehingga
menyebabkan perlakuan yang tidak adil dan
mengabaikan hak-hak mereka.



Penyebab Pelanggaran

Hak Perempuan Penyandang
Disabilitas

 Keterbatasan Akses terhadap Layanan:
Infrastruktur yang tidak ramah disabilitas, seperti
transportasi dan fasilitas publik, membatasi
akses perempuan penyandang disabilitas ke
layanan dasar, pendidikan, dan pekerjaan.

o Kekurangan Perlindungan Hukum: Walaupun ada
undang-undang  vyang mengatur  hak-hak
penyandang disabilitas, implementasinya
seringkali tidak memadai, dan banyak perempuan
tidak mendapatkan perlindungan hukum yang
mereka butuhkan.
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Penyebab Pelanggaran

Hak Perempuan penyandang
Disabilitas

e Kekerasan dan Pelecehan: Perempuan
penyandang disabilitas lebih rentan terhadap
kekerasan fisik dan emosional.

e Partisipasi yang  Terbatas: Kurangnya
keterlibatan perempuan penyandang disabilitas
dalam proses pengambilan keputusan membuat
suara mereka tidak terdengar dan hak-hak
mereka tidak terwakili.
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Penyebab Pelanggaran

Hak Perempuan penyandang
Disabilitas

dan yang terakhir penyebab pelanggaran hak
perempuan penyandang disabilitas adalah

o Faktor Ekonomi: Keterbatasan akses terhadap
pekerjaan dan  penghasilan membuat
perempuan penyandang disabilitas lebih
rentan terhadap kemiskinan, yang pada
gilirannya memperburuk situasi mereka.
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Dampak Terjadinya Pelanggaran

Hak Disabilitas Terhadap Perempuan

O
—

Ada beberapa faktor dampak terjadinya pelanggaran
hak disabilitas pada perempuan:

o Kesehatan Mental yang Buruk

e |solasi Sosial

o Keterbatasan Akses terhadap Pendidikan
dan Pekerjaan

e Peningkatan Risiko Kekerasan

e Pelanggaran Kesehatan Reproduksi

o Ketidakberdayaan

e Stigmatization dan Diskriminasi Berkelanjutan

e Kurangnya Kesadaran dan Edukasi

Masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama
untuk mengatasi dampak-dampak ini dan
memastikan bahwa hak-hak perempuan disabilitas
dilindungi dan dihormati.

13



PENCEGAHAN PELANGGARAN
HAK DISABILITAS

TERHADAP PEREMPUAN

1. Edukasi dan Kesadaran Publik
e Meningkatkan  kesadaran  masyarakat
tentang hak-hak perempuan disabilitas
melalui kampanye pendidikan, seminar, dan
program pelatihan.

2. Penguatan Kebijakan dan Regulasi
e Mendorong pemerintah untuk membuat
dan menerapkan kebijakan yang melindungi
hak-hak perempuan disabilitas, termasuk
undang-undang yang jelas dan tegas.

—
————
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PENCEGAHAN PELANGGARAN
HAK DISABILITAS

TERHADAP PEREMPUAN

3. Aksesibilitas Layanan
e Memastikan aksesibilitas layanan publik,
kesehatan, dan pendidikan bagi perempuan
disabilitas, termasuk penyediaan fasilitas
yang ramah disabilitas.

4. Pemberdayaan Perempuan
e Memberikan pelatihan dan dukungan
kepada perempuan disabilitas untuk
meningkatkan kemandirian ekonomi dan
partisipasi sosial mereka.
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PENCEGAHAN PELANGGARAN
HAK DISABILITAS

TERHADAP PEREMPUAN

9. Mekanisme Pengaduan
e Menyediakan saluran pengaduan yang aman
dan mudah diakses Dbagi perempuan
disabilitas yang mengalami pelanggaran hak,
serta menjamin Kerahasiaan dan
perlindungan bagi mereka.

6. Pendidikan Inklusi
e Mengintegrasikan pendidikan inklusi di
semua jenjang pendidikan untuk
menghilangkan stigma dan diskriminasi
terhadap perempuan disabilitas.
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PENCEGAHAN PELANGGARAN
HAK DISABILITAS

TERHADAP PEREMPUAN

7. Pelatihan untuk Penegak Hukum
e Melatih aparat penegak hukum dan
penyedia layanan tentang isu-isu disabilitas
dan perlindungan hak perempuan, agar
mereka lebih peka dan responsif terhadap
kebutuhan perempuan disabilitas.

8. Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat
Sipil
e Bekerja sama dengan organisasi non-
pemerintah dan kelompok advokasi untuk
memperkuat jaringan dukungan bagi
perempuan disabilitas.
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PENCEGAHAN PELANGGARAN
HAK DISABILITAS

TERHADAP PEREMPUAN

9. Monitoring dan Evaluasi
e Melakukan pemantauan dan evaluasi secara
berkala ternadap kebijakan dan program yang
ada untuk memastikan efektivitas dalam
melindungi hak perempuan disabilitas.

10. Penciptaan Lingkungan Aman
e Membangun lingkungan sosial yang aman
dan ramah bagi perempuan disabilitas, di
mana mereka dapat Dberinteraksi dan
berpartisipasi tanpa takut mengalami
diskriminasi atau kekerasan.
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Kesiapan yang harus dipenuhi Perempuan

disabilitas Ketika hendak berkeluarga

1. Kesiapan Mental dan Emosional
e Memastikan bahwa mereka memiliki
dukungan emosional dan mental yang kuat,
termasuk dari pasangan, Kkeluarga, dan
teman-teman.

2. Edukasi tentang Hak dan Kesehatan

Reproduksi

e Mempelajari  hak-hak  reproduksi dan
kesehatan seksual, termasuk informasi
tentang kontrasepsi dan perawatan
kesehatan yang tepat.

19



Kesiapan yang harus dipenuhi Perempuan

disabilitas Ketika hendak berkeluarga

3. Dukungan Sosial
e Membangun jaringan dukungan dari
teman, keluarga, atau komunitas yang
dapat memberikan bantuan dan dukungan
saat dibutuhkan.

4. Perencanaan Keuangan
e Memastikan bahwa ada perencanaan
keuangan yang baik untuk membiayai
kebutuhan Keluarga, termasuk pendidikan
anak dan Kebutuhan sehari-hari.

20



Kesiapan yang harus dipenuhi Perempuan

disabilitas Ketika hendak berkeluarga

5. Akses terhadap Layanan Kesehatan
e Mengetahui dan mengakses layanan
kesehatan yang ramah  disabilitas,
termasuk  perawatan  prenatal dan
postnatal.

6. Persiapan Fisik
e Mempertimbangkan kondisi fisik dan
kebutuhan kesehatan yang mungkin
mempengaruhi kehamilan dan perawatan
anak.

21



Kesiapan yang harus dipenuhi Perempuan

disabilitas Ketika hendak berkeluarga

7. Keterlibatan Pasangan
e Mendorong komunikasi terbuka dengan
pasangan mengenai peran dan tanggung
jawab dalam membangun keluarga.

8. Perencanaan Lingkungan Hidup
e Mempersiapkan lingkungan rumah yang
aman dan nyaman, serta aksesibilitas bagi
diri sendiri dan anak.
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Kesiapan yang harus dipenuhi Perempuan

disabilitas Ketika hendak berkeluarga

9. Edukasi Anak
e Memikirkan cara untuk mendidik anak
tentang disabilitas dan pentingnya empati,
serta memberi mereka pemahaman
tentang keberagaman.

10. Menghadapi Stigma dan Diskriminasi
e Mempersiapkan diri untuk menghadapi
potensi stigma atau diskriminasi, serta

memiliki strategi untuk mengatasinya.
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PERAN KELUARGA DALAM

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

1.Aspek emosional, yaitu memberikan
kasih sayang, penerimaan, dan dukungan
moral.

2.Aspek ekonomi, vyaitu memastikan
perempuan disabilitas dapat berkontribusi
dalam kegiatan produktif sesuail
Kemampuannya.
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PERAN KELUARGA DALAM

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

3.Aspek sosial, yaitu membuka kesempatan
bagi perempuan disabilitas untuk
berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.

4. Aspek hukum, vyaitu mendukung
perempuan disabilitas dalam
memperjuangkan hak-haknya, misalnya
dalam hal pendidikan, pekerjaan, atau
perlindungan dari diskriminasi.

29



PERAN KELUARGA DALAM

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

\_ \ \_
Dengan dukungan keluarga yang kuat, perempuan

disabilitas tidak hanya dapat meningkatkan kualitas

hidupnya, tetapi juga Dberperan aktif dalam
mewujudkan kesejahteraan Keluarga secara
keseluruhan.

26



TEORI PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN DISABILITAS

Dalam konteks perempuan disabilitas,
pemberdayaan berarti:
e Meningkatkan kesadaran akan hak-haknya

e Memberikan akses terhadap pendidikan,
pelatihan, dan keterampilan

e Mendorong partisipasi dalam organisasi sosial
dan politik

e Membebaskan mereka dari diskriminasi dan
stigma sosial

27



Dalam  konteks  perempuan  disabilitas,
pemberdayaan mencakup:
e Pemberdayaan pribadi - meningkatkan
rasa percaya diri, Kkeberanian, dan
kemampuan mengelola diri.

e Pemberdayaan sosial — meningkatkan
partisipasi  dalam komunitas  dan
masyarakat.

e Pemberdayaan ekonomi — memberikan

akses keterampilan kerja, modal usaha,
atau peluang ekonomi.

e Pemberdayaan hukum - membekali
pemahaman agar perempuan disabilitas
dapat melindungi diri dari kekerasan,
diskriminasi, dan pelanggaran hak.

28



TEORI PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN DISABILITAS

Menurut teori empowerment, pemberdayaan
mencakup tiga dimensi:

e Personal Empowerment, yaitu
peningkatan rasa percaya diri dan
Kemampuan individu.

e Relational Empowerment, yaitu
penguatan  hubungan  sosial dan
dukungan keluarga atau komunitas.

e Collective Empowerment, yaitu
keterlibatan dalam organisasi dan
gerakan sosial untuk memperjuangkan
kepentingan bersama.

29



TEORI PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN DISABILITAS

Ada beberapa teori pemberdayaan yang
relevan:

Teori Kesadaran Kritis

Perempuan disabilitas perlu menyadari hak-

haknya terlebih dahulu. Tanpa kesadaran,
mereka akan terus menerima diskriminasi
sebagai sesuatu yang wajar.

Teori Partisipasi

Pemberdayaan tidak boleh hanya diberikan
dari luar, tetapi harus melibatkan
perempuan disabilitas secara langsung
dalam pengambilan keputusan yang
menyangkut kehidupan mereka.
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Teori Kemandirian Ekonomi

Perempuan disabilitas akan lebih dihargai bila
memiliki kemampuan menghasilkan
penghasilan sendiri. Dengan kemandirian
ekonomi, posisi mereka dalam keluarga
maupun masyarakat semakin Kuat.

Teori Dukungan Sosial

Pemberdayaan tidak bisa berjalan tanpa
dukungan keluarga, komunitas, pemerintah,
dan dunia usaha. Semua pihak harus saling
bekerja sama untuk menciptakan lingkungan
yang inklusif.
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TEORI PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN DISABILITAS

\_/ \_/
Yemberdayaan perempuan disabilitas tidak hanya

berimplikasi pada individu, tetapi juga pada
keluarganya. Ketika perempuan disabilitas

berdaya, maka kesejahteraan Kkeluarga ikut
meningkat, dan mereka dapat menjadi agen
perubahan dalam masyarakat.
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PENGUATAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA DISABILITAS

A. Peran Perempuan Disabilitas dalam
Keluarga

1.Sebagai pengelola rumah tangga
Mereka  berperan  dalam  mengatur
kebutuhan sehari-hari keluarga, meskipun

harus menyesuaikan dengan keterbatasan
yang dimiliki.

2. Sebagai pendidik pertama anak
Perempuan  disabilitas tetap  dapat
mendidik, mengarahkan, dan memberikan
nilai moral kepada anak-anaknya.
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PENGUATAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA DISABILITAS

3. Sebagai penguat mental keluarga
Keteguhan dan semangat perempuan
disabilitas sering kali menjadi inspirasi dan

sumber kekuatan bagi anggota Kkeluarga
lainnya.

4. Sebagai agen inklusi
Kehadiran perempuan disabilitas dalam
keluarga mendorong pemahaman tentang

kesetaraan, empati, dan penghormatan
terhadap perbedaan.
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PENGUATAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA DISABILITAS

9. Peningkatan literasi keuangan
Edukasi tentang pengelolaan keuangan
keluarga, tabungan, serta perencanaan masa
depan sangat penting agar keluarga dapat
mandiri.

6. Pemanfaatan teknologi digital

Media sosial dan platform daring membuka
peluang bagi perempuan disabilitas untuk
memasarkan produk dan jasa, bahkan dari
ruman.
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PENGUATAN KESEJAHTERAAN

KELUARGA DISABILITAS

C.Peningkatan Akses terhadap Pendidikan
dan Kesehatan

1.Pendidikan
Anak-anak dari keluarga disabilitas harus
mendapat kesempatan yang sama untuk
bersekolah. Perempuan disabilitas juga
perlu difasilitasi agar bisa melanjutkan
pendidikan formal maupun nonformal,
termasuk KUrsus dan pelatihan
keterampilan.
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2. Kesehatan

Fasilitas layanan kesehatan yang ramanh
disabilitas sangat diperlukan. Akses
ternadap pemeriksaan rutin, layanan
reproduksi, dan kesehatan mental harus
diperhatikan secara serius.

3. Kolaborasi dengan tenaga pendidik dan
tenaga medis

Guru, dosen, dan tenaga kesehatan perlu
dibekali pemahaman tentang kebutuhan
knusus perempuan disabilitas.
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Komisi Nasional Perempuan (Komnas
Perempuan) adalah lembaga independen di
Indonesia yang dibentuk untuk mempromosikan,
melindungi, dan memenuhi hak-hak perempuan.

Tujuan
Tujuan utama Komnas Perempuan adalah:
e Meningkatkan kesadaran dan pemahaman
masyarakat tentang hak-nak perempuan.
e Mengadvokasi kebijakan dan regulasi yang
mendukung perlindungan hak perempuan.
e Mendorong partisipasi perempuan dalam
pengambilan keputusan.

Dasar hukum pembentukan Komnas Perempuan
adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, serta beberapa
regulasi lainnya yang mendukung tugas dan
fungsi lembaga ini.
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Tugas Komnas Perempuan:

e Melakukan Penelitian dan Pengkajian:
Mengumpulkan data dan melakukan studi
mengenai kondisi perempuan, isu-isu
gender, serta pelanggaran hak asasi
manusia terhadap perempuan.

e Memberikan Rekomendasi: Mengajukan
rekomendasi kepada pemerintah,
lembaga negara, dan masyarakat terkait
kebijakan, peraturan, dan program yang
berkaitan dengan perlindungan hak
perempuan.

 Menyebarluaskan Informasi:
Meningkatkan kesadaran publik tentang
hak-hak perempuan melalui kampanye,
seminar, dan publikasi.
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e Melakukan Advokasi: Mewakili

kepentingan perempuan dalam forum-
forum publik dan berupaya mempengaruhi
Kebijakan untuk meningkatkan
perlindungan hak perempuan.

e Mengawasi dan Memantau: Memantau
implementasi kebijakan dan program
pemerintah yang berkaitan dengan hak
perempuan, serta pelanggaran yang
terjadi.

e Memberikan Bantuan Hukum:
Menyediakan dukungan hukum bagi
perempuan yang menjadi  korban
pelanggaran hak.
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Fungsi Komnas Perempuan:
 Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan peraturan
dan kebijakan terkait hak perempuan di berbagai
sektor.

e Pemberdayaan: @ Mendorong pemberdayaan
perempuan melalui berbagai program dan
inisiatif yang dapat meningkatkan partisipasi dan
peran serta mereka dalam masyarakat.

 Koordinasi: Bekerja sama dengan berbagai
pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan
masyarakat sipil, dalam upaya perlindungan hak
perempuan.
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l KOMNAS PEREMPUAN |

 Pendidikan dan Pelatihan: Menyelenggarakan
program pendidikan dan pelatihan untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
ISU-isu gender dan hak perempuan.

 Fasilitasi Dialog: Menjadi mediator dalam dialog

antara berbagai pemangku kepentingan terkait
ISU-isu yang berkaitan dengan perempuan.
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Komisi’Nasional Disabilitas (KND) adalah lembaga
independen di Indonesia yang bertugas untuk
memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.

KND Dberperan penting dalam mendorong
implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas, serta konvensi
internasional seperti Konvensi PBB tentang Hak-Hak
Penyandang Disabilitas (CRPD).

KND bekerja sama dengan pemerintah, organisasi
non-pemerintah, dan lembaga internasional untuk
meningkatkan Kkondisi penyandang disabilitas di
Indonesia. Mereka juga terlibat dalam kegiatan yang
pbertujuan untuk memperkuat kapasitas penyandang
disabilitas dan komunitas mereka.
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KOMISI NASIONAL DISABILITAS

Tujuan dan Tugas

e Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas:
KND bertujuan untuk melindungi,
mempromosikan, dan memenuhi hak-hak
penyandang disabilitas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan
konvensi internasional.

e Advokasi Kebijakan: KND memberikan
rekomendasi kepada pemerintah dan
lembaga lain mengenai kebijakan yang
berkaitan dengan penyandang disabilitas.
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e Monitoring dan Evaluasi: Memantau
Implementasi kebijakan dan program yang
berkaitan dengan penyandang disabilitas,
serta mengevaluasi dampaknya terhadap
kehidupan mereka.

 Pendidikan dan Sosialisasi: Meningkatkan
kesadaran masyarakat mengenai isu-isu
disabilitas dan hak-hak penyandang
disabilitas  melalui kampanye  dan
pendidikan.

e Pengaduan dan Maediasi: Menyediakan
mekanisme bagi penyandang disabilitas
untuk melaporkan pelanggaran hak mereka
dan membantu mediasi untuk penyelesaian
masalah.
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Komisi Nasional Disabilitas (KND) memiliki
berbagai  fungsi yang penting dalam
memperjuangkan dan melindungi hak-hak
penyandang disabilitas di Indonesia. Berikut
adalah beberapa fungsi utama KND :

1. Advokasi dan Rekomendasi Kebijakan
Memberikan masukan dan rekomendasi kepada
pemerintah, lembaga legislatif, dan institusi
lainnya mengenai Kkebijakan yang berkaitan
dengan penyandang disabilitas.

2. Monitoring dan Evaluasi

Memantau implementasi peraturan dan
kebijakan  terkait  hak-hak  penyandang
disabilitas, serta mengevaluasi dampak
kebijakan  tersebut terhadap  kehidupan
penyandang disabilitas.
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3. Pendidikan dan Sosialisasi

Meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang isu-isu disabilitas dan hak-hak
penyandang disabilitas melalui kampanye,
seminar, dan program pendidikan.

4. Pengaduan dan Mediasi

Menyediakan mekanisme bagi penyandang
disabilitas untuk melaporkan pelanggaran
hak mereka dan membantu proses mediasi
dalam penyelesaian masalanh.

5. Penelitian dan Pengkajian

Melakukan penelitian dan pengkajian untuk
mengumpulkan data dan  informasi
mengenal kondisi penyandang disabilitas,
serta isu-isu yang mereka hadapi.
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6. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
Mendorong pemberdayaan penyandang
disabilitas melalui program pelatihan dan
peningkatan kapasitas, agar mereka dapat
berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.

7. Koordinasi dengan Stakeholder

Bekerja sama dengan Dberbagai pihak,
termasuk  pemerintah, organisasi  non-
pemerintah, dan lembaga internasional, untuk
menciptakan lingkungan yang inklusif bagi
penyandang disabilitas.
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8. Fasilitasi Dialog
Menjadi jembatan antara penyandang
disabilitas dan pemerintah atau lembaga lain
untuk membangun dialog dan kolaborasi
yang konstruktif.

9. Penyusunan Laporan

Menyusun  laporan  mengenai  situasi
penyandang disabilitas dan pelanggaran hak
yang mereka alami, yang dapat digunakan
untuk advokasi lebinh lanjut.

49



| reme |

Buku ini disusun sebagai bentuk edukasi dan
penyadaran tentang pentingnya pemahaman hukum
hak perempuan disabilitas dalam rangka memperkuat
kesejahteraan keluarga. Perempuan disabilitas tidak
hanya berperan sebagai individu yang berhak atas
keadilan dan kesetaraan, tetapi juga sebagai pilar
keluarga yang memiliki kontribusi besar terhadap
kesejahteraan rumah tangga. Dengan adanya
pemahaman hukum yang baik, mereka dapat lebih
percaya diri dalam memperjuangkan hak-haknya,
mengurangi Kerentanan terhadap diskriminasi, serta
berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan
ekonomi.
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Harapannya, buku ini dapat menjadi sumber
Inspirasi sekaligus panduan praktis bagi masyarakat
luas, khususnya Kkeluarga, pendidik, pengambil
kebijakan, serta para aktivis, untuk terus mendukung
perjuangan perempuan disabilitas. Dengan kolaborasi
semua pihak, cita-cita mewujudkan Kkesejahteraan
keluarga yang inklusif dan setara bukanlah hal yang
mustanhil.

AKhirnya, mari kita jadikan pemahaman hukum
dan pemberdayaan perempuan disabilitas sebagai
fondasi kokoh untuk membangun masa depan yang
lebih adil, berdaya, dan sejahtera bagi semua.
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